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TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA BUKITTINGGI TA}IU$ 2006 . 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menirnbang : a.

b.

Mengingat : 1.

WALIKOTA BUKITTINGGI,

bahwa dalam rangka memberi arah dan pedornan clasar
penyelenggaraan Pembangunan Jangka Panjang Kota Bukitti-nggi
guna menjamin terwuji-rdnya kegiatr,ur pembangunan yang
aspiratif, berjalan efektif, efllsien, sinergis, koordinatif darr
mempunyai sasaran yang jelas dengan mempedomarri Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi dan
memperhatikan Rencana Pembaurgltnnn Jangka Panjang (RPJP)
Nasional, diperlukan Rencana Pembangunan Jangka, Paniang
Daerah Kota Bukittinggr Tahun 2OOb * 2O25;

bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud hur-uf a
diatas perlu ditetapkan dengarn suatu Pererturan Daerah.
Undang-Undang Nomor I Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (irmbaran Neilarer Reputriik incionr:sia Talnn
1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeienggerraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(i,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75,
Tambahan Irmbaran Negara Repr-rblik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuanga-n Neqara
(lembaran Negara Repubhk Indonesia 'lahun 2003 Noinor ,]7,
Tambahan kmbaran Negara Nomor 428b);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahe^raan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Non:or 53. Tambahan kmbaran Negara
Nomor a389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang Pemeriksaan
Pengeloiaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (kmbaran
Negara Republik indonesia Tahr-in 2004 Nomor 66, Tambahal
lembaran Negara RI Nomor aa00);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negala
Republik Indonesia Tahnn 2OA4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republil< Indonesia Nomor 4421);
Undans-Undans Nomor 32 Tahrrn 2OO4 tentans Pemerintaharr
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J.

4.

5.

6.

7.
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8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 l"entang
Perubahan Atas Undang-Uncleurg Nomor 32 Tahun 2OO4
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Unclang,
(Lembaran Negara Republik Indonesier Talrun 2005 Nomor l0B,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 45,+B);

Llnclang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perirnbnngnn
Keuangan Antara Pemerint.arh Pusat diur Pemerinte*rerr Daernh
(Lembaran Negara Republik h:clonesia Tahun 2OO4 Nomor: 126,
Tambahan Lembaran Negara Rcpublil< Inclonesia Nomor 4a3$;
Peraturan Pemerintah Nomor 68 'fahun 1999 tentring Peran
Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaran Negara (Lembaran
Negara Republik Inclonesia Tahr,rn 1999 Nomor 72c), Tambahan
Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otorrom (Lembaran Negara I?t:publik Indonesia Tz.rhnn
2000 Nomor 54, Tambahan Lernbilran Negara Irlomor 3952\,
Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahrrn 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor a578);
Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 01 Tahun 200l
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota
Bukittinggi (Lembaran Daerah Kr:ta Br-rkittinggi Tahun 2001
Nomor 18);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nornor 17 Tahr,rn 2OO4
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah I(ota
Bukittinggi Tahun 2OO4 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2A06
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DBWAN PERWAKILAN RAKYAT DAtrRAH KOTA BUKIMINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan' 
5NffilXYI.,fiffiTiL#?iItlS'", [BT:H$,.,,1,.?ffi3,.3Xil$N
2006 - 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Da1am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bukittinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota

penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
4. I)ewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai
daerah;

dan Perangkat Daerah sebagai

9.

10.

11.

12.

13.
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15.

selanjutnya disebut DPRD adalah
unsr-r.r penyelen ggaraan pemerinta_han



6. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh segenap komponen
dalam daerah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur;

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20
(dua puluh) tahun;

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Br-rkittinggi vang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen percncanaan untuk periocie 5
(lima) tahun;

9. Rencsura Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah ya-ng
selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Pcrangkat Daereih (Renstra-
SKPD) adalah dokumen Perancanaan Satuan Kerja Pcrangkat Daerah untuk
periode 5 (iima) tahun;

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
I(erja Pemerintah Daerah (RKPD)adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk
Periode 1 (satu) tahun;

11. Rencana Pembangunan Tahunal Satuan Kerja Peralgkat Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja -
SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Keqja Perangkat Daerah untr-rk
periode 1 (satu) tahun;

12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada" er-khir
periode perencanaan;

13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yarrg akan dila-ksanakan
untuk mewujudkan visi;

14. Musyawarah Perencanaan Pembang-rnan Jangl<a Panjang Daera-h yang
selanjutnya disingkat Musrenbang - JPD adalah lorum antar pelakr-r dalam
ralgka men)rusun RPJPD;

15. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
Kepeila Bappeda adalah Kepa"la Bappeda Kota Bukittinggi

BAB II
ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
RPJPD disusun berdasa.rkan Asas Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:
1. Demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbamgan
kemajuan dan kesatuan;

2, Sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan;
3. Asas Umum Penyelenggaraan Negara.

Pasal 3
Ruang lingkup RPJPD meliputi:
1. Perencanaan Pembangunan yang bersifat makro pada semua fungsi Pemerintahan

Daerah untuk waktu rencana 20 (dua puluh) tahun;
2, Visi, misi arah pembangunan daerah periode 2006 2025 yang disursun

berdasarkan pertimbangan potensi daerah yang dimiliki da:r masukan Musrenbang
Jangka Panjang Daerah.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4
Dokumen RPJPD dimaksudkan memberi arah dan pedoman dasar penyelenggaraan
Pembangunan Jangka Panjang Kota Bukittinggt guna menjamin terwujudnya kegiatan
pembangunan yang aspiratif, berjalan efektif, effisien, sinergis, koordinatif dan
mempunyai sasaran yang jelas.



BAB TV
TAHAPAN PERENCANAAN

Pasal 6
Tahapan RPJPD meliputi :

1" Penyusunan Rencana;
2, Penetapan Rencana;

3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana; dan
4. Evaluasi Rencana.

Pasal 7
(1) Penyusunan RPJPD dilakukan mela-lui urutan :

1. Penyiapan Rancangan Awal Rencana Pembangunan;
2, Musyawarah Perencanaan Pembangunan; dan
3. Penyu.sunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan.

(2) Penyusunan RPJPD dan RKPD dilakukan melalui uruta:r r<egiatan :

1. Penyiapan Rancangan Awal Rencana Pemba-ngunan;
2, Penyiapan Rancalga"n Rencana Kerja;
3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan; dan
4. Penlusunan Rancangan Akhir Rencana pembangunan.

BAB V
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 8
(1) RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 20A6 * 2025 disusr:n clengan sistematika sebagai

beri.kut:

BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV

PENDAHULUAN
KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH
VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH
PENUTUP

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada
Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENYELENGGARAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9
(1) Walikota bertanggungjawab menyusun dokumen dan menyelenggarakan

Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RpJpD).

{21 Dalam menyelenggarakan RPJPD Walikota dibantu oleh Kepala Bappeda.

{3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi atas penyelenggaraan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10
(1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat diadakan

perubahan sesuai dengan perkembangan keadaal atau kondisi daerah setelah
merrdengarkan hasil musrenbang yang diadakan untuk itu..

(2) Perubahan sebagaimana ayat (i) dilakukan mela-iui pelaksanaan evaluasi 5 (lima)
tahunan atau terjadi perubahan kebijakan pemerintah yarlg menjadi dasar
p en5ru sunan perencanaan p embangunan j an gka p anj ang.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di

pada tanggal

: Bukittinggr

: t& 0E9CmRE8. ?606

NGGI

PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH, TANGGAL ....Ih...TF:9.f.q9T.... TAHUN 2006
(BERDASARKAN PASAL 144 AYAT (3) DAN AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2OO4 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)

Diundangkan di

pada tanggal

Bukittinggi

t1 pesemBeg. 
"006

SE A BUKITTINGGi

arinu
M

WALIKOTA

ffi1

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2006 NOMOR 08


